






























BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Kehidupan rumah tangga tidak bisa dipungkiri pasti akan selalu timbul 

masalah-masalah seperti pertengkaran, percekcokan bahkan sampai terjadi 

pemukulan dan penganiayaan yang sampai menimbulkan trauma psikis atau 

psikologis sehingga hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. 

Ketidakserasian atau ketidakharmonisan dalam keluarga membuka peluang 

munculnya beberapa hal yang mungkin menyakitkan bagi semua pihak yang 

ada dalam keluarga. Sehingga Islam pun memberikan beberapa tahapan dalam 

menghadapi kemelut rumah tangga, yaitu dengan cara membicarakan atau 

komunikasi antara suami dan istri, berpisah ranjang dan melalui pihak yang 

dipercaya. Apabila tidak juga ditemukan kata sepakat dan tidak merubah 

situasi, alternatif pamungkas adalah perceraian. Oleh sebab itu, perceraian 

bukan upaya pertama melainkan upaya yang terakhir.
1
 Sayyid Sabiq 

mengatakan bahwa setelah terjadi perkawinan, maka perceraian adalah hal 

yang dihindari walaupun perceraian merupakan bagian atas hukum terjadinya 

penyatuan suatu perkawinan. 
2
  

       Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 114  menyatakan bahwa 

berakhirnya ikatan pernikahan dikarenakan adanya talak atau adanya suatu 

gugatan di pengadilan. Kemudian diteruskan dalam pasal 115 yang 
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menerangkan bahwa kasus perceraian haruslah di ajukan dan diputus di dalam 

Pengadilan Agama. Setelah adanya upaya-upaya mendamaikan si suami dan 

istri tetapi tidak berhasil, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusan 

bercerai. 
3
  

       Cerai talak sendiri merupakan salah satu cara pemutusan hubungan 

setelah terjadinya ijab qobul yang dibenarkan dalam Hukum Islam. Sedangkan 

cerai gugat merupakan salah satu bentuk putusnya pernikahan atau 

perkawinan karena sang istri mengajukan gugatan kepada suaminya, dimana 

pengajuan gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama dan akan 

diputus oleh pengadilan. Perbedaan siapa yang mengajukan perceraian akan 

berdampak dengan hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian.  

       Beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu dalam perkara cerai talak 

diatur bahwa pihak istri dapat memperoleh hak-hak nya pasca perceraian 

sesuai penjelasan dari pasal 149 KHI, akan tetapi berbeda hal nya jika sang 

istri yang mengajukan gugatan dalam dalam perkara cerai gugat. Pasca 

perceraian hak-hak perempuan khususnya terkait hak finansial yang diterima 

terdapat ketimpangan atau perbedaan.
4
 Maka dalam perkara cerai gugat, istri  

tidak memperoleh haknya sebagaimana disebutkan diatas pasca perceraian.  

       Tugas pokok seorang Hakim yaitu untuk menerima, memeriksa, 

mengadili serta memutus setiap kasus yang masuk di pengadilan serta 

memiliki kewajiban untuk membantu para pencari keadilan dan senantiasa 
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mengupayakan mencegah terjadinya halangan demi terwujudnya peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan seorang Hakim pada saat memutuskan 

perkara perdata wajib untuk menjunjung tinggi hukum serta keadilan. Menurut 

hukum Hakim memiliki kewajiban untuk mengadili, hal tersebut berfungsi 

sebagai alat kendali bagi Hakim yang memiliki asas kebebasan, sehingga 

Hakim tidak bersifat subjektif melainkan objektif dalam memutus suatu 

perkara, walaupun setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah sah dan 

final sehingga harus dihormati (res judicata provaritate habitur).
5
  

       Akan tetapi dihadapkan dengan adanya Pasal 189 ayat (3) RBG 

(Rechtreglement voor de Buitengewesten)/ 178 ayat (3) HIR (Herzien 

Inlandsch Reglement) mengatur salah satu asas putusan hakim yang penting 

dan wajib diperhatikan yakni mengenai asas ultra petitum partium. Asas ini 

mengandung arti bahwa seorang hakim memiliki kewajiban untuk mengadili 

keseluruhan dari isi tuntutan dan tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan 

yang tidak diajukan serta tidak diperbolehkan mengabulkan melebihi dari isi 

tuntutan. Sehingga dalam pasal 178 ayat (3) HIR/ pasal 189 RBG memberikan 

batasan terhadap wewenang hakim serta tidak memperbolehkan hakim 

memberikan putusan terhadap perkara yang tidak diajukan dan melebihkan 

dari apa yang dituntutkan oleh pihak yang berperkara. Pelarangan asas ultra 

petitum partium ini dimaksudkan untuk menghormati hak dari penggugat 

terhadap tergugat dalam melindungi tergugat dari kesewenang-wenangan 

hakim.  
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       Meskipun demikian pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 

1974 jo. pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka 

Pengadilan berhak menetapkan kepada si mantan suami agar tetap 

memberikan biaya hidup kepada mantan istri serta dapat menetapkan 

kewajiban-kewajiban bagi mantan istri. Sehingga secara ex officio, Hakim 

karena jabatannya dapat mewajibkan suami untuk memberikan hak-hak milik 

si istri meskipun tidak tercantum di dalam tuntutan dalam persidangan. 
6
 

       Selaras dengan itu, adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 

hukum. Dalam PERMA No 3 tahun 2017 memberikan kepastian hukum yang 

bertujuan untuk memastikan penghapusan terhadap seluruh bentuk 

diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dengan 

hadirnya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini berlaku pula perkara-perkara dalam 

lingkup Peradilan Agama yang dimana perkara perempuan yang berhadapan 

dengan hukum mendominasi khususnya dalam perkara perceraian.  

       Selain adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 tersebut, Selanjutnya dikuatkan 

pula dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 

2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 

Bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut juga terdapat aturan 

mengenai penghapusan tindakan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi  
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perempuan yang berhadapan dengan hukum salah satunya secara jelas 

disebutkan mengenai cerai gugat.   

       Selain adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung juga  

mengeluarkan Yurisprudensi yang berkaitan dengan asas ultra petitum 

partium yang seakan dapat dipahami bahwa membolehkan Hakim melanggar 

asas tersebut. Seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung No.137 K/AG/2007 

dan Putusan Pengadilan Agama Tinggi Palembang Nomor 

21/Pdt.G/2018/PTA Plg. Mahkamah Agung No.137 K/AG/2007 tertuang 

dalam salah satu konsiderannya menyatakan “Istri yang menggugat cerai 

suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian 

diajukan oleh istri, tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex 

officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas 

istri, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya 

antara lain untuk istibra yang menyangkut kepentingan suami”. Sedangkan 

dalam Putusan No 276K/AG/2010, yang merupakan putusan ditingkat 

banding, memutuskan bahwa istri sebagai pengugat berhak menerima nafkah 

iddah selepas putusnya cerai gugat, yang dalam persidangan istri tidak terbukti  

nusyuz. 

       Yurisprudensi dan putusan tersebut memberikan kabar baik untuk para 

istri dalam mendapatkan hak-hak nya pasca perceraian. Didalamnya 

diterangkan istri yang mengajukan perceraian kepada suami belum tentu dapat 

di hukum nusyuz, dan secara ex officio dapat mewajibkan suami memberi 

nafkah selama menjalani masa iddah pada mantan istri, dan si istri wajib 



menjalankan masa iddahnya itu, yang bertujuan untuk istibra’ karena masih 

berkaitan dengan kepentingan suami. Karena hak ex officio yang dimilikinya 

tersebut,  hakim diharapkan  dapat memberikan bantuan hukum terhadap para 

pencari keadilan bagi yang tidak memahami terkait dengan hak-hak yang bisa 

diperjuangkan. 

       Berdasarkan hasil perolehan data perkara di Pengadilan Agama Metro 

berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Metro tahun 2019 bahwa 

untuk perkara cerai gugat berjumlah 418 perkara dari 638 perkara yang 

diputus sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
7
 Dengan data tersebut 

dapat diketahui bahwa di Pengadilan Agama Metro pada tahun 2019 lebih 

banyak menerima dan memutus perkara cerai gugat dibandingkan perkara 

lainnya.  

       Data yang ditemukan berdasarkan hasil interview dengan Drs.Yadi 

Kusmayadi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Metro, pada hari Jum’at, 

23 September 2020 bahwa dalam gugatan yang diajukan biasanya hanya 

seputar agar menerima dan mengabulkan gugatan penggugat, dan menetapkan 

biaya perkara dan membebankan kepada penggugat dan tanpa ada penyertaan 

untuk dimuatkan pemberian hak kepada bekas istri. Dan selain itu, 

menurutnya bahwa di Pengadilan Agama Metro belum pernah terjadi 

pelanggaran terhadap asas utra petitum partium dan mungkin tidak akan 

                                                           
7
 “Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019 Pengadilan Agama Metro Kelas IA” (Metro: 

Pengadilan Agama Metro, 2019), 54. 



pernah terjadi. Sehingga apa yang dituntut maka itu pula yang akan diperiksa 

dan diputus dalam amar putusan.
8
 

        Maka berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut 

mengenai pandangan hakim dalam penerapan asas ultra petitum partium 

dalam putusan cerai gugat. Dari uraian masalah di atas, peneliti memiliki 

ketertarikan untuk membuat penelitian bertajuk “Penerapan Asas Ultra 

Petitum Partium dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Metro”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

       Mengapa Hakim di Pengadilan Agama Metro di dalam memutus perkara 

lebih memilih menggunakan asas ultra petitum partium dibandingkan 

menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

       Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yaitu 

ingin mengetahui lebih lanjut alasan Hakim di Pengadilan Agama Metro 

dalam memutus perkara lebih memilih menggunakan asas ultra petitum 

partium dibandingkan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. 

2. Manfaat Penelitian 

       Manfaat penelitian merupakan suatu bentuk hasil yang diharapkan 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dikemukaan bahwa 
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penelitian ini memiliki manfaat, yaitu secara teoretis maupun secara 

praktis.  

a. Secara teoretis 

       Secara teoretis memberikan manfaat untuk menambah wawasan 

dan khazanah ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya mengenai 

hukum acara di lingkungan Peradilan Agama dalam perkara 

perceraian cerai gugat.  

b. Secara Praktis 

       Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat bagi peneliti dan 

masyarakat pada umumnya untuk lebih memahami adanya asas ultra 

petitum partium pada saat Hakim memutuskan suatu perkara 

khususnya terkait perkara cerai gugat sehingga diharapkan hak hak 

setiap warga negara dapat dirasakan secara merata. 

 

D. Penelitian Relevan 

       Kajian mengenai Asas Ultra Petitum Partium telah banyak diteliti dibeberapa 

penelitian sebelumnya. Aspek yang diteliti dari Asas Ultra Petitum Partium ini 

pun berbagai macam. Terdapat beberapa disertasi, tesis maupun skripsi yang 

mengkaji asas ini dan dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada 

masalah yang bisa digali dan diteliti lebih lanjut. Akan tetapi dalam penelitian 

relevan yang akan peneliti sampaikan dari beberapa skripsi dan artikel jurnal. 

Beberapa temuan menunjukkan bahwa asas ultra petitum partium dalam kasus 

cerai gugat hakim masih berpegang teguh dengan adanya asas ultra petitum 

partium. Adapun hakim yang menggunakan hak ex officio nya belum secara 



maksimal diterapkan. Disamping itu, masing-masing peneliti memiliki aspek 

penelitian yang berbeda. 

       Siti Musawwamah (2006), pada umumnya istri tidak menyertakan hak-

haknya di dalam pokok gugatan meskipun menurut pasal 86 ayat 1 UU No.7/1989 

bagi istri diberi hak untuk mengakumulasikan tuntutan haknya bersama-sama 

dengan gugatan perceraian. Penting untuk memperhatikan pentingnya pencerahan 

dan pengayaan wawasan yudisial dalam mencermati pelaksanaan proses peradilan 

sampai jatuhnya putusan hakim serta eksekusi hasil putusannya. 
9
 

        Fikri (2019), Perkara cerai gugat menjadi refleksi kesetaraan dan keadilan 

dalam hak perempuan kaitannya mengegakkan hukum di Pengadilan Agama, 

sehingga perceraian tidak mutlak menjadi hak suami. Cerai gugat juga menepis 

sikap dan budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai second class.
10

 

       Alkurni Isnaeni (2019) membenturkan penerapan hak ex officio dengan 

PERMA No. 3 tahun 2017, dan ditemukan bahwa penerapan hak ex officio masih 

belum maksimal hanya terbatas terkait hak hadhanah saja selebihnya belum 

diterapkan. Terkait dikabulkannya putusan yang termuat hadhanah bahwa hakim 

merujuk dengan adanya Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada 

bagian paragraf 3 pasal 11 terkait kepastian dan kemanfaatan hukum, mengangkat 

harkat dan martabat perempuan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang 
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ditemukan bahwa hakim menggunakan hak ex officio untuk pengabulan 

hadhanah.
11

 

       Siti Sri Sulastri Siregar (2018) terkait analisis putusan, bahwa Hakim 

menerapkan hak ex officio tidak sebatas hadhanah saja, melainkan terjadi 

pengabulan untuk nafkah iddah atau nafkah mut’ah sekaligus hak asuh anak. 

Hakim beragumentasi bahwa pengabulan tersebut telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan salah satunya yaitu pasal 41 huruf (c) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 

yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami 

untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi 

mantan istri. Hakim yang menggunakan hak ex officio nya disebabkan untuk 

membantu dan melindungi mantan istri serta tegaknya hak-hak seorang istri.
12

 

       Zahara Qiro-Atu Sab’ah (2018) yang meneliti analisis putusan dari dari aspek 

penilaian hukum materiil dan hukum formil dari putusan. Menunjukkan bahwa 

adanya penambahan nafkah iddah dan mut’ah dalam putusan perkara cerai gugat. 

Dari segi hukum materiil bahwa Hakim masih memegang aturan yang terdapat 

dalam pasal 41 huruf (c), selain itu hakim juga melakukan ijtihad dengan melihat 

aspek keadilan perlindungan terhadap perempuan, yang memang diadakan ijtihad 

tersebut sebelum adanya PERMA No. 3 Tahun 2017. Dan jika dari segi hukum 
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formil, diketahui bahwa putusan tersebut tidak melanggar asas ultra petitum 

partium. Merujuk kepada aturan khusus yang disebutkan dalam pasal 54 UU No. 

3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama. Bahwa aturan khusus tersebut yakni yang tertuang dalam buku II 

menyatakan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara ex-officio 

membolehkan untuk menetapkan terkait kewajiban nafkah iddah selama tidak 

terbukti berbuat nusyuz.
13

 

       Siti Anisah (2019), yang meneliti pertimbangan hukum hakim untuk 

menjatuhkan nafkah iddah dan mut’ah dalam cerai gugat. Selain dari pasal 41 

huruf (c), ditemukan sebuah terobosan dengan metode penemuan hukum yaitu 

dalam pasal 10 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa istri tidak selalu dihukum 

nusyuz. Akan tetapi terdapat kelemahan bahwa putusan cerai gugat tersebut 

belum memiliki aturan yang mengikat dalam pelaksaannya sebagaimana dalam 

cerai talak.
14

 

        Sheila Fakhria (2019), menilai dari sisi yang berbeda yakni ditinjau dari segi 

Hak Asasi Manusia yang dibenturkan dengan Indonesia yang ikut dalam 

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang juga berperan dalam 

lahirnya UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam DUHAM 

ini menyebutkan bahwa baik pihak laki-laki maupun perempuan yang sudah 
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dewasa memiliki hak yang sama dalam perkawinan bahkan setelah terjadinya 

perceraian. Dan kemudian dengan keikutsertaan Indonesia dalam ratifikasi 

perjanjian internasional yakni CEDAW (convention on the Eliminations of all 

forms of Discrimination Against Women) tahun 1979 yang berkaitan dengan 

upaya untuk menjamin hak-hak dasar perempuan termasuk juga penghapusan 

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan Indonesia meratifikasinya 

melalui UU No.1 Tahun 1984. Akan tetapi tujuan dari pembaharuan hukum 

keluarga yakni untuk mengangkat status perempuan dalam pelaksanaan Undang-

Undang Perkawinan dan lembaga yang berwenang belum mampu mencapai 

tujuan tersebut.
15

 

       M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah (2012), dari sisi penyebab tingginya angka 

cerai gugat bahwa pengaruh gender atau meningkatnya pengetahuan hukum 

perempuan menjadi pengaruh dan memiliki potensi besar yang memotivasi istri 

berani mengajukan gugat cerai. Pengaruh tatanan sosial dalam masyarakat pun 

memiliki andil dalam meningkatkan angkat perceraian, begitu pula tingkat 

kemampuan ekonomi dari perempuan yang turut berperan yang membuatnya 

tidak terlalu menggantungkan kepada laki-laki, mampu hidup mandiri sehingga 

menimbulkan keberanian untuk mengajukan gugat cerai.
16

 

       Kontribusi dari penelitian ini adalah meneliti lebih lanjut terkait asas ultra 

petitum partium yang terdapat dalam aturan hukum lama yaitu Rbg pasal 178 ayat 
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3/ HIR pasal 183 ayat 3 yang masih eksis diterapkan di Pengadilan Agama dengan 

membenturkan pada aturan hukum baru yakni PERMA Nomor 3 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan SEMA 

Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Bagi Pengadilan serta beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung. 

Sehingga diharapkan dengan hadirnya aturan hukum baru agar bisa lebih relevan 

diterapkan di lingkungan Peradilan Agama sehingga dapat menciptakan hukum 

yang berkeadilan bagi setiap orang khususnya bagi perempuan yang berhadapan 

dengan hukum dalam perkara cerai gugat.  

       Berdasarkan penelitian relevan yang telah disebutkan diatas, masing-masing 

peneliti materi yang hampir menyerupai yakni meneliti bagaimana hakim dalam 

mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara cerai gugat 

yang kemudian dibenturkan dengan hak ex officio. Terkait relevansi yang akan 

diteliti peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah kesamaan perkara yang 

diteliti yakni cerai gugat, dan juga upaya mengangkat hak-hak seorang perempuan 

yang berhadapan dengan hukum dalam perkara cerai gugat yang terhalang dan 

terdapat ketimpangan dibandingkan dengan cerai talak. Akan tetapi yang menjadi 

perbedaan  dan pembaharuan penelitian yang akan peneliti teliti adalah bagaimana 

penerapan asas ultra petitum partium dalam putusan cerai gugat yang akan 

dibenturkan dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017, terutama dengan 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 serta beberapa 



Yurisprudensi Mahkamah Agung. Terlihat dari beberapa penelitian sebelumnya 

belum digali dan diteliti. 



BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Perbandingan Cerai Talak dengan Cerai Gugat  

       Pemutusan hubungan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 

113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diputus karena tiga hal yakni; 

karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Dan putusnya 

perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak (cerai 

talak) atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). 
1
 Menurut KUH 

Perdata pasal 208, bahwasannya pengertian percerain merupakan lepasnya 

ikatan perkawinan suami dan istri dikarenakan putusan pengadilan 

berdasarkan adanya suatu pengajuan tuntutan oleh si istri atau suami maupun 

dari keduanya.
2
 

       Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 114 bahwa putusnya 

perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 

Talak merupakan hak suami untuk menceraikan istri dengan ikrar di hadapan 

Pengadilan Agama, sedangkan gugatan perceraian menjadi hak istri untuk 

memutuskan hubungan perkawinan dengan mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Agama.   
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       Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak (UUPA pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).
3
  

 

1. Pengertian Cerai Talak dan Akibat Hukumnya 

       Pengertian cerai talak adalah ikrar suami di hadapan sidang 

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. 

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan 

permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang 

mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar 

diadakan sidang untuk keperluan itu. Perceraian akibat cerai talak ini 

terjadi dan terhitung pada saat perceraian tersebut dinyatakan dan 

diucapkan di depan sidang pengadilan Agama tersebut. 

       Merujuk pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa 

apabila perkawinan putus karena talak, maka suami berkewajiban untuk: 

a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang 

atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al duhkul; b) memberikan 

nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali 

bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak 

hamil; c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh 
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apabila qabla al dukhul; d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-

anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. 
4
 

       Selain daripada itu, ada beberapa akibat hukum pasca cerai talak 

yakni: 

1. Mantan suami berhak untuk melakukan rujuk dengan mantan istrinya 

selama masih dalam masa iddah. 

2. Mantan istri selama masa iddah masih wajib menjaga dirinya, tidak 

menerima pinangan pria lain, dan tidak menikah dengan pria lain. 

3. Mantan istri berhak mendapat nafkah iddah dari mantan suami, 

kecuali terbukti nusyuz.
5
  

       Berkaitan dengan pembebanan mut’ah suami kepada mantan istri, 

mut’ah yang wajib diberikan termuat ketentuan bahwa: belum ditetapkan 

mahar bagi istri ba’da ad-dukhul, dan perceraian tersebut atas kehendak 

suami. 
6
 

 

2.  Pengertian Cerai Gugat dan Akibat Hukumnya 

       Cerai gugat sebagaimana pada Bab I Ketentuan Umum huruf i 

menerangkan bahwa khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan 

istri dengan memberikan tebusan atau iwadl’ kepada dan atas persetujuan 

suami. Sehingganya cerai gugat masuk dalam kategori dari khulu’.
7
 Khulu’ 
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dalam hukum Islam adalah suatu hak yang diberikan kepada istri untuk 

mengajukan perceraian yang kemudian menjadi keinginan pihak istri, 

sedangkan suami tidak menghendaki. 

       Pemutusan hubungan perkawinan yang disebabkan oleh gugatan 

perceraian oleh pihak istri atau cerai gugat, maka harus menyertakan 

gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Pengajuan gugatan 

perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan 

Agama yang daerah hukumnnya mewilayahi tempat tinggal penggugat 

kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, 

gugatan harus ditunjukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 

mewilayahi tempat tinggal suami. 

       Lain halnya cerai talak, maka akibat hukum dari cerai gugat 

diantaranya: 

1. Putusnya perkawinan dengan jatuhnya talak bai’in sughra; 

2. tidak bisa rujuk; 

3. Suami tidak berkewajiban membayar uang mut’ah; 

4. Suami tidak berkewajiban  membayar nafkah ‘iddah.
8
 

       Perceraian dengan jalan cerai gugat atau khulu’ mengurangi jumlah 

talak, selain itu dengan jalan cerai gugat maka tidak bisa untuk rujuk 

dengan mantan suaminya.  
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B. Pengertian Putusan Pengadilan 

       Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah 

dipertimbangkan dengan matang yang dapat berbentuk putusan tertulis 

maupun lisan. Dalam literatur yang berbeda menyebutkan bahwa putusan 

adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi 

wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk 

umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara 

pihak yang berperkara.
9
  

       Setiap Putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh Hakim dalam bentuk 

tertulis dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota 

yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan Majelis Hakim yang 

dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama, serta ditandatangi pula oleh Panitera 

Pengganti yang ikut sidang sesuai dengan penetapan panitera (pasal 23 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Apa yang diucapkan oleh hakim 

dalam sidang haruslah benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan. 

       Putusan yang bersifat perdata, pasal 178 ayat (HIR) dan pasal 189 ayat 

(2) Rbg mewajibkan hakim untuk mengadili semua tuntutan sebagaimana 

tersebut dalam surat gugatan. Hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap 

sesuatu yang tidak dituntut sebagaimana disebut dalam pasal 189 ayat(3) Rbg 

atau pasal 178 ayat (3) HIR kecuali apabila hal-hal yang tidak dituntut itu 

disbeutkan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku, sebagaimana 
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tersebut dalam pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 149 Kompilasi 

Hukum Islam. 

       Susunan setiap putusan pengadilan, maka terlihat ada enam bagian yang 

tersusun secara kronologis dan saling berkaitan, yaitu: kepala putusan, 

identitas para pihak, duduk perkara atau tentang kejadiannya, pertimbangan 

hukum, amar putusan, dan bagian penutup.
10

  

       Pada saat proses pengambilan putusan, Majelis Hakim akan 

bermusyawarah untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang 

diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan pengadilan 

Agama yang berwenanang, dilakukan secara rahasia dan hanya diketahui oleh 

anggota majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai dengan 

putusan tersebut dibacakan dimuka umum. Adapun tujuan dari musyawarah 

majelis hakim juga adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara 

yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
11

 

       Sebagaimana dijelaskan mengenai pengertian putusan, dalam putusan 

termuat beberapa asas yang meliputi:  

1. Termuat Dasar Pertimbangan yang Jelas dan Terperinci 

       Hakim yang akan menjatuhkan putusan, memuat penilaian yang jelas 

dan kritis. Dalam putusan itu mencakup alasan dan sumber hukum yang 
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menjadi dasar pertimbangan hukumnya seperti yang termuat di dalam 

peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi serta hukum adat.
12

  

2. Wajib Memeriksa dan Mengadili Keseluruhan Gugatan 

       Putusan harus sudah diperiksa secara keseluruhan dari apa yang 

terdapat dalam gugatan.
13

 Maka tidak diperbolehkan hanya sebagian yang 

diperiksa dan yang diadili. Sesuai pasal 189 ayat (2) Rbg dan pasal 50 Rv. 

3. Larangan Memutus Melebihi Isi Gugatan 

       Larangan seorang Hakim memutus melebihi dari yang digugat atau 

(asas ultra petitum partium). Putusan yang mengandung asas ultra 

petitum partium dinilai sebagai perbuatan melewati batas kewenangan 

(ultra vires) serta  putusan tersebut batal atau invalid meski dengan tujuan 

baik.
14

 

4. Disampaikan di Muka Umum 

       Setiap putusan harus disampaikan di dalam ruang sidang yang 

bersifat terbuka untuk umum atau dimuka umum. Dengan adanya prinsip 

diucapkan dimuka umum, maka berefek kepada pencegahan terhadap 

terjadinya peradilan yang berat sebelah (tidak adil). Dalam asas ini pula 

berlaku dalam perkara khusus seperti perkara hukum keluarga seperti 

perkara perceraian atau perkara kasus tindak asusila pada anak yang 
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mengharuskan proses persidangan tertutup untuk umum, maka pada saat 

putusan disampaikan juga harus bersifat terbuka untuk umum.
15

 

 

 

C. Penerapan Asas Ultra Petitum Partium 

1. Pengertian Penerapan 

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan 

merupakan perbuatan menerapkan.
16

 Pengertian penerapan sebagaimana 

diungkapkan oleh  J.S Badudu dan Sutan Mohamad Zain, penerapan 

adalah hal, cara atau hasil. Sedangkan Lukman Ali menerangkan bahwa 

penerapan adalah mempraktikkan, memasang.
17

 Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat dipahami bahwa penerapan adalah sebuah tindakan yang 

dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk 

mecapai tujuan yang telah dirumuskan.  

       Berkaitan dengan penerapan keadilan dalam proses pengadilan, 

menurut Rawls ada beberapa prinsip yakni rasionalitas, konsistensi, 

publisitas dan praduga tidak bersalah.
18
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2. Pengertian Asas Ultra Petitum Partium 

       Pengertian asas ultra petitum partium adalah salah satu asas putusan 

Hakim, yang menyatakan seorang Hakim dilarang memutus melebihi 

tuntutan yang terdapat dalam gugatan. 
19

 

       Asas ultra petitum partium termasuk dalam hukum formil adalah 

kewajiban Hakim untuk mengadili keseluruhan dari isi tuntutan dan tidak 

diperbolehkan menjatuhkan putusan yang tidak diajukan atau dituntut 

serta tidak diperbolehkan mengabulkan melebihi dari isi tuntutan. 

Berkaitan dengan isi tuntutan, yang merupakan bagian inti berupa materi 

perkara (pokok perkara) dari apa yang menjadi harapan dari penggugat 

agar dapat diputus oleh Hakim.  

       Berkaitan dengan posita ini akan berhubungan erat dengan amar 

putusan atau dictum, maka perumusan isi posita disusun secara jelas dan 

tegas. Perumusan gugatan oleh penggugat yang tidak sempurna atau 

tidak jelas berdampak kepada gugatan tidak diterima.
20

 

3. Dasar Hukum Asas Ultra Petitum Partium 

       Pengabulan tuntutan melampaui apa yang dituntut oleh penggugat 

adalah sesuatu yang dilarang untuk diterapkan oleh hakim sebagaimana 

pada pasal 189 ayat (3) Rbg/ 178 ayat (2) HIR. Ketentuan pasal 189 Rbg/ 

pasal 178 HIR mengatur perihal: 
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a. Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib 

mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh 

kedua belah pihak. 

b. Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan. 

c. Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak 

digugat atau memberikan daripada yang digugat.
21

 

       Pasal 189 ayat (3) Rbg/ pasal 178 ayat (2) HIR memberikan batasan 

terhadap tugas dan wewenang Hakim melarang untuk menetapkan hasil 

putusan terhadap perkara yang tidak ada dalam tuntutan atau 

mengabulkan sesuatu lebih dari yang diajukan oleh pihak berperkara. 

4. Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Hukum Acara 

Peradilan Agama 

       Hakim yang mengabulkan isi putusan yang melampaui dari tuntutan 

dianggap sebagai perbuatan melampaui kewenangan (beyond the powers 

of his authority). Menurut Yahya Harahap jika suatu putusan terlanjur 

mengandung unsur ultra petitum maka menurutnya putusan tersebut 

dinyatakan cacat hukum walaupun dengan adanya maksud dan tujuan 

Hakim adalah baik atau dikenal dengan itikad baik (good faith) dan 

menyangkut kepentingan umum. 
22

 

       Selain dihadapkan dengan adanya asas ultra petitum partium, akan 

tetapi hakim memiliki hak ex officio yang bisa hakim pergunakan demi 

terwujudnya suatu putusan yang berkeadilan bagi para pihak yang 
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berperkara. Hak ex officio berarti kewenangan seorang pejabat negara 

untuk menjalankan tugas nya disebabkan oleh jabatannya, bukan 

didasarkan kepada ketetapan atau permohonan.
23

Menurut Subekti hak ex 

officio yaitu suatu hak Hakim disebabkan karena jabatannya, bukan 

didasarkan penetapan atau pengangkatan, bukan pula atas adanya 

permohonan.
24

 Dapat dipahami bahwa hak ex officio adalah hak yang 

dimiliki Hakim yang karena kekuasaan atau jabatannya dalam 

menjatuhkan putusan melebihi dari tuntutan, sekalipun tidak dituntut oleh 

pihak yang berperkara.  

       Peran Hakim adalah untuk menjalankan fungsi dan amanah peradilan 

di suatu wilayah hukum sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim pada 

saat melaksanakan peran dan fungsinya harus menyadari tugas utamanya 

yakni selalu menjunjung tinggi hukum sehingga diharapkan setiap 

menjatuhkan putusan tetap memperhatikan tiga esensi ini, yaitu keadilan 

(gerechtigheit), kemanfaatan (zwachmatigheit) dan kepastian hukum 

(rechtsecherheit).
25

 

       Hak ex officio dalam pasal 58 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 jo UU 

Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 
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Agama menegaskan bahwa secara ex officio seorang Hakim memiliki 

kewajiban untuk memberi bantuan kepada setiap pencari keadilan.
26

 

       Demikian halnya pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 

Tahun 1974 jo. pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 maka Pengadilan berhak menetapkan kepada si mantan suami agar 

tetap memberikan biaya hidup kepada mantan istri serta dapat 

menetapkan kewajiban-kewajiban bagi mantan istri. Sehingga secara ex 

officio, Hakim karena jabatannya dapat mewajibkan suami untuk 

memberikan hak-hak milik si istri meskipun tidak tercantum di dalam 

tuntutan dalam persidangan. 
27

 

       Selaras dengan itu, adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan 

dengan hukum. Dalam PERMA No 3 tahun 2017 memberikan kepastian 

hukum yang bertujuan untuk memastikan penghapusan terhadap seluruh 

bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan 

hukum. Dengan hadirnya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini berlaku pula 

perkara-perkara dalam lingkup peradilan agama yang dimana perkara 

perempuan yang berhadapan dengan hukum mendominasi khususnya 

dalam perkara perceraian.  
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       Disebutkan dalam Pasal 4, hakim agar mempertimbangkan 

Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta 

persidangan:  

a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;  

b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses 

keadilan; 

c. diskriminasi;  

d. dampak psikis yang dialami korban;  

e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;  

f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan  

g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.  

       Selain adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 tersebut, Selanjutnya 

dikuatkan pula dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mengatur salah satunya 

Rumusan Hukum Kamar Agama berkaitan dengan Hukum Keluarga. 

Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, 

terhadap pelaksanaan perma no 3 tahun 2017 bahwa dengan hukum, 

maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan nafkah 

‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Selain itu Hakim dalam 

menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, 

harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali 



fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri 

dan/atau anak.   

       Terdapat pula Yurisprudensi yang berkaitan dengan asas ultra 

petitum partium, yang dalam Yurisprudensi seakan-akan adanya 

pembenaran putusan Hakim melanggar asas ultra petitum partium. 

       Berikut beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang 

mengizinkan atau memperbolehkan melanggar asas ultra petitum partium 

dan penerapan hak Ex Officio , antara lain: 

a. Mahkamah Agung No.137 K/AG/2007 tertuang dalam salah satu 

konsiderannya menyatakan “Istri yang menggugat cerai suaminya 

tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian 

diajukan oleh istri, tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka 

secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah 

iddah kepada bekas istri, dengan alasan bekas istri harus menjalani 

masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra yang 

menyangkut kepentingan suami”. 

b. Putusan No 276K/AG/2010, yang merupakan putusan ditingkat 

banding, memutuskan bahwa dalam perkara cerai gugat istri  

memperoleh nafkah iddah, karena dalam persidangan istri tidak 

terbukti berbuat nusyuz. 

      Dijelaskan dalam pasal 189 Rbg, apabila selesainya perkara yang 

diperiksa, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan 



putusan terhadap perkara tersebut.
28

Terhadap penjatuhan putusan, hakim 

harus benar-benar memastikan putusan yang memuat keadilan dan 

memiliki kepastian hukum. Tertuang dalam UU No 4 Tahun 2004 pasal 

28 ayat (1)  tentang Kekuasaan Kehakiman yang bahwa: “Hakim 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat”. 

       Dampak putusan yang mengandung asas ultra petitum partium 

didasarkan pada pasal 189 (3) Rbg, judec factie dianggap sebagai 

tindakan melanpaui kewenangan, karena Hakim memutuskan dengan 

tidak sesuai dengan yang ada dalam tuntutan. 
29

 Walaupun keputusan 

Hakim yang demikian itu dilakukan dengan maksut dan tujuan baik 

ataupun demi kepentingan banyak orang tetap saja hal tersebut tidak 

diizinkan secara legal. 

D. Urgensi Asas Hukum terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) 

       Menurut terminologi, yang dimaksud asas terdapat dua istilah. Pertama asas 

adalah dasar, alas, ponda-men. Kedua asas adalah suatu kebenaran yang menjadi 

pokok dasar atau tumpuan berpikir atau perpendapat. 
30

Asas dalam bahasa Inggris 

disebut dengan istilah principle, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) asas dapat berarti hukum dasar atau dasar, yakni sesuatu yang menjadi 
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tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, asas juga diartikan sebagai dasar 

cita-cita. 
31

 

       Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum bukan peraturan hukum, tetapi 

tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang 

ada didalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan 

baik tidak hanya melihat dari peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan 

harus menggali sampai pada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang 

memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. 
32

 

       Van Eikema Hommes mengatakan, bahwa asas hukum tidak boleh dianggap 

sebagai norma-norma hukum yang kongkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai 

dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. 

Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. 

dengan kata lain asas hukum ia;ah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan 

hukum positif. Selanjutnya Van Der Velden mengemukakan bahwa asas hukum 

adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk 

menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum 

didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang 

harus direalisasi.
33

 

       Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas hukum bukan merupakan konkret, 

melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar 
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belakang peraturan konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum. Dan 

termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim,  yang 

merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau 

ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. 

       Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah 

penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah 

kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan 

hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, 

menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum.
34

 

       Berdasarkan sudut pandang ilmu hukum, asas hukum hanya bersifat mengatur 

dan menjelaskan (eksplanasi) tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak 

normatif, karena itu tidak termasuk hukum positif, tentu tidak dapat diterapkan 

secara langsung untuk menyelesaikan sengaketa, harus melalui penafsiran hakim. 

Sedangkan dalam sudut pandang hukum positif, asas-asas hukum eksitensi atau 

keberadaannya pada pembentuk undang-undang dan hakim (memberi keabsahan) 

serta memberi pengaruh normatif, karenanya asas-asas hukum itu mengikat para 

pihak dalam penerapannya oleh hakim.
35

 Asas hukum yang menjadi fondasi 

hukum positif sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum 

yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif. Asas-

asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang 
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menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil-tidak adil, dan 

manusiawi-tidak manusiawi.  

       Berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, atau selanjutnya produk 

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dapat disebut dengan 

SEMA. SEMA dikeluarkan dengan tujuan salah satunya untuk mempermudah 

jalannya penegakan hukum. Surat Edaran Mahkmah Agung dibuat oleh 

Mahkamah Agung selaku lembaga Yudisial yang secara hukum ketatanegaraan 

berfungsi sebagai penegak hukum. SEMA sendiri bersifat peraturan kebijakan 

dengan beberapa alasan pertama, dilihat dari bentuknya Surat Edaran Mahkamah 

Agung tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-

undangan pada umumnya. Umumnya Peraturan Perundang-Undangan memiliki 

bagian-bagian pembentuk seperti Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan 

Penutup.
36

 

       Dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa hierarki atau tata 

urutan peraturan perundang-undangan terdiri atas: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d) Peraturan Pemerintah; 

e) Peraturan Presiden; 

f) Peraturan Daerah Provinsi; dan 
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g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Dapat dilihat, bahwasannya Surat Edaran Mahkamah Agung tidak termasuk 

dalam hirarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan 

Perubahannya. Surat Edaran Mahkamah Agung juga peraturan yang sifatnya 

mengikat internal. Hanya untuk penegak hukum di bawahnya antara lain; Hakim, 

Panitera, dan yang lain. 

Kedudukan SEMA dalam fungsi rule making power Mahkamah Agung, dapat 

dilihat dalam penjelasan  dari  pasal  79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 

Tentang Mahkamah Agung itu sendiri. 

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan 

hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan 

sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan 

Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan 

tentang cara  penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam 

Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk 

Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-

undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. 

Dengan demikian  Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui 

pengaturan tentang  hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan 

tidak pula mengatur sifat,  kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau-

pun pembagian beban pembuktian.”  

 

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan sebagai segala bentuk peraturan 

yang dibentuk Mahkamah Agung yang isinya memuat atau berkaitan dengan 

peraturan yang mengisi kekosongan hukum dalam wilayah hukum acara dengan 

tidak melampaui dan mencampuri peraturan tentang hak dan kewajiban warga 



negara serta tidak mengatur kekuatan alat pembuktian.
37

 Sehingga bentuk produk 

hukum Mahkamah Agung yang dimaksud dalam pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 

1985 yakni dalam bentuk PERMA dan SEMA. 

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. 

Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. 

Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum 

positif. Asas adalah suatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.
38

 Asas 

hukum merupakan suatu yang mendasar dalam hukum yang harus menjadi 

pedoman. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas 

hukum begitupula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung.  

Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam 

kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada 

asas hukum dan tidak boleh bertentangan dengannya. Sehingga Mahkamah Agung 

dalam membuat produk hukumnya, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung tentunya juga harus 

sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan Asas Hukum yang ada diatasnya, 

karena asas hukum menjadi dasar dalam pembentukan hukum .  

       Bagi hakim, ketika menerapkan hukum, asas-asas hukum berfungsi sebagai 

fondasi dalam menafsirkan pasal-pasal yang tidak jelas memberikan pertimbangan 

hukum untuk menjustifikasi amar putusanny, dalam penemuan hukum 
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(rechtsvinding), hakim dapat memfungsikan asas-asas hukum untuk melakukan 

konstruksi hukum analogi.
39

 

       Bagi pembentuk undang-undang (legislator), asas-asas hukum menjadi 

fondasi atau dasar pembentukan undang-undang. Legislator perlu meneliti dasar-

pikiran dari asas hukum seraya dapat merumuskannya dalam pembetukan undang-

undang. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai asas-asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitiaan yang digunakan pada penelitian yakni penelitian 

hukum empiris. Penelitian empiris dengan data yang diperoleh dengan 

cara terjun ke lapangan atau data dapat diperoleh dari 

masyarakat.
1
Penelitian lapangan (field reaserch) adalah jenis penelitian 

yang mengharuskan peneliti untuk berperan aktif dalam mengamati serta 

berpartisipasi dan terlibat langsung di lokasi atau tempat penelitian data itu 

berada, baik dalam penelitian yang berskala kecil maupun berskala besar.
2
 

Tujuan dari penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara lebih 

intensif terkait kondisi saat ini, mengenai kegiatan interaksi sosial di 

lingkungan sekitar, baik secara sendiri, berkelompok, komunitas sosial 

atau masyarakat.
3
  

       Jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis dalam mengidentifikasi 

hukum ataupun efektivitas hukum yang telah berlaku.
4
 Pada penelitian 

empiris atau sosiologis bertitik tolak pada data primer. Adapun dalam 

penelitian ini dilakukan dengan jalan terjun langsung ke objek 
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penelitiannya untuk mengetahui penerapan asas ultra petitum partium 

dalam perkara cerai gugat  yang peneliti peroleh dari hasil penelitian di 

Pengadilan Agama Metro. 

 

2. Sifat Penelitian 

       Sifat Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif  

yaitu penelitian yang mengeksplorasi dan juga suatu pemahaman terhadap 

makna perilaku dari individu dan kelompok, begitu juga penggambaran 

terhadap masalah sosial atau kemanusiaan.
5
Peneliti mendeskripsikan 

sebuah obyek, fenomena atau suatu kejadian sosial yang kemudian 

dituangkan dalam sebuah tulisan berbentuk naratif. Artinya bahwa fakta 

dan data yang diperoleh akan dihimpun dan disajikan dalam bentuk kata 

atau gambar dan lebih sedikit berhubungan dengan angka.
6
 

       Peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif, sehingga 

data yang telah diperoleh terkait penerapan asas ultra petitum partium 

pada putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Metro akan 

diuraikan dan dideskripsikan. Selanjutnya akan dianalisis dengan teori-

teori yang relevan. Dengan penelitian kualitatif ini digunakan untuk 

mendapatkan gambaran terhadap fenomena yang berhubungan dengan 

salah satu asas putusan hakim tersebut.  
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B. Sumber Data 

1. Sumber data primer 

       Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung dari 

lapangan, mencakup lokasi penelitian, yakni tempat dilakukannya 

penelitian, selanjutnya peristiwa hukum yang terjadi dilokasi penelitian 

dan yang terakhir adalah responden sebagai sumber informasi kepada 

peneliti yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi, maupun angket 

(kuesioner).
7
Adapun sumber data primer yang digunakan informasi yang 

didapatkan dari informan yang terpilih dan terlibat langsung dalam 

penerapan asas ultra petitum partium dan pemilik hak ex officio melalui 

wawancara.  

       Sehingga informan tersebut adalah Hakim Pengadilan Agama Metro. 

Adapun Hakim yang ada di Pengadilan Agama Metro berjumlah 5 (lima) 

orang Hakim, akan tetapi dalam penelitian ini, sumber data primer yang 

akan digunakan adalah 3 (tiga) orang Hakim. Dengan dasar bahwa 2 (dua) 

oarng diantara 5 (lima) orang Hakim tersebut, adalah Hakim yang baru di 

mutasi dari Pengadilan Agama...., dan juga Hakim yang telah peneliti 

wawancara pada saat melakukan prasurvey. Sehingga dalam penelitian ini, 

Hakim Pengadilan Agama Metro yang akan diteliti berjumlah 3 (tiga) 

orang Hakim.  
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2. Sumber data sekunder  

       Sumber data ini memiliki keterkaitan erat dengan data primer 

sekaligus sebagai bahan referensi yang menguatkan suatu keterangan atau 

informasi dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh ataupun 

diambil dari bahan kepustakaan,
8
 biasanya bersumber dari bahan bacaan. 

Dan karena data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang 

diperoleh langsung dari lapangan, maka untuk melihat konsepsi dari 

penerapanya maka perlu direfleksikan dengan teori-teori yang ada. 

Mencakup perundang-undangan, meliputi Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c), PP RI Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan pasal 24 ayat (2), RBG Pasal 189 ayat (3) / HIR 178 

ayat (3), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan 

Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2018. 

Yuriprudensi Mahkamah Agung RI 2008 No.137 K/AG/2007, Putusan 

Pengadilan Agama Tinggi Palembang No 21/Pdt.G/2018/PTA Plg,  

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019 Pengadilan Agama Metro Kelas IA 

dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020 Pengadilan Agama Metro Kelas 

IA. 

       Buku-buku yang membahas mengenai hukum keluarga, hukum 

perdata, dan hukum acara peradilan agama, antara lain: 
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a. Abdullah Erfani Aljan  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk 

memperoleh data. Meliputi wawancara, observasi, angket, dokumentasi atau 

mencakup semuanya.
9
 Dalam penelitian ini teknik yang digunakan meliputi 

wawancara, observasi dan dokumentasi.  

1. Wawancara (Interview) 

       Metode wawancara atau interview yaitu komunikasi verbal yang 

berupa kegiatan tanya jawab dan memiliki tujuan memperoleh suatu 

informasi.
10

 Pada umumnya dalam wawancara dilakukan secara 

berhadapan antara penanya dengan narasumber, tetapi dapat juga melalui 

sambungan telepon atau media komunikasi lainnya. Wawancara sebagai 

dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara langsung sehingga 

diperoleh data dan informasi dari narasumber atau informan.
11

 

       Merujuk pada penelitian ini, pengolahan data diperoleh dan ditelusuri 

dari interview langsung dengan Hakim di Pengadilan Agama Metro. 

Dengan metode wawancara mendalam yakni dengan pengolahan data 

melalui wawancara secara langsung dan bertatap muka dengan informan 

yaitu hakim Pengadilan Agama Metro yang berjumlah 5 orang Hakim. 
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2. Observasi  

       Observasi (pengamatan) adalah suatu bentuk kegiatan manusia yang 

menggunakan pancaindera yakni mata sebagai indera pengelihatan 

sebagai alat bantu yang utama dan dibantu juga dengan indera lain seperti 

telinga sebagai indera pendengaran, hidung sebagai indera penciuman, 

kulit sebagai indera perasa dan mulut (lidah) sebagai indera pencecap.
12

 

Dan data yang diperoleh dari observasi bersifat langsung dari lapangan.
13

 

Observasi sangat membutuhkan pancaindera yang sehat untuk 

memaksimalkan teknik pengumpulan datanya.  

       Teknik observasi pada penelitian adalah dengan melakukan 

pengamatan terhadap proses persidangan perkara cerai gugat yang ada di 

Pengadilan Agama Metro. Adapun hasil observasi digunakan dalam tahap 

awal penyusunan dari hasil penelitian ini, sebab sebelum diadakan tahap 

wawancara, tahap observasi adaalah tahap yang lebih awal peneliti 

gunakan dalam penelitian ini. 

3. Dokumentasi 

       Dokumentasi merupakan suatu bentuk rekaman kejadian yang terjadi 

dimasa lampau yang ditulis ataupun dicetak yang meliputi buku-buku 

harian, surat-surat, dokumen pemerintahan maupun swasta, data yang 

tersimpan dalam flashdisk, kliping, dan lain-lain.
14
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       Keakuratan data yang diperoleh dengan teknik wawancara akan lebih 

terjamin apabila ditunjang dengan adanya dokumentasi yang dapat berupa 

foto-foto, berkas-berkas, dan lain-lain.
15

 Pada penelitian ini dokumentasi 

berbentuk, seperti catatan, berkas perkara, arsip, dan foto-foto. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh informasi terkait dokumen putusan perkara 

di Pengadilan Agama Metro, sejarah berdirinya, struktur organisasi, 

lokasi penelitian dan lain-lain.  

 

 

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

       Salah satu metode paling mudah dan penting dalam pengujian keabsahan 

hasil penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan triangulasi peneliti, teori, 

metode, dan sumber data.
16

  

       Teknik yang dipakai untuk menjamin keabsahan data penelitian ini adalah 

dengan metode triangulasi metode. Metode triangulasi dengan metode 

digunakan untuk pengecekan dan pengujian teknik pengumpulan datanya, 

apakah keterangan yang diungkapkan setelah wawancara sesuai dengan fakta 

dan data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi begitu juga 

sebaliknya.
17

 Manfaat dari metode ini pula sebagai upaya menguji sumber 

data  primernya, ketika terjadi perbedaan maka peneliti akan menerangkan 

letak perbedaannya. Sehingga tujuan adanya teknik ini adalah menyesuaikan 

antara data dengan metode pengumpulan data yang berbeda . 

                                                           
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 125. 
16

 Bungin, Penelitian Kualitatif, 264. 
17

 Bungin, 265. 



       Apabila terjadi perbedaan data yang diperoleh, selanjutnya peneliti akan 

memutuskan untuk mendiskusikannya dengan informan yang terkait. Proses 

ini penting mengingat dalam memutuskan apakah data tersebut valid atau 

bahkan hanya karena sudut pandang yang berbeda.
18

 

 

E. Teknik Analisa Data 

       Teknik analisis data dilakukan sebagai bentuk kelanjutan dari proses 

pengolahan data, dimana dalam teknik analisis data diperlukan adanya 

ketelitian serta pencurahan pola berpikir yang mendalam.
19

 

       Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan 3 tahap yaitu 

mengumpulkan data (collected), mengungkapkan kembali (restatement), dan  

menghubungkan dengan teori yang ada (inferece). pertama (collected) data 

yang dikumpulkan dan diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi 

yaitu data terkait penerapan asas ultra petitum partium dalam putusan cerai 

gugat di Pengadilan Agama Metro. Selanjutnya akan dilakukan (restatement) 

atau mengungkapkan kembali dari data yang telah diperoleh dengan cara yang 

telah dipahami peneliti dan tanpa merubah makna dari isi data tersebut. 

Terakhir adalah dengan melakukan (inference) atau menghubungkan dengan 

kerangka teori yang telah ada. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 191. 
19

 Ishaq, Metode Penelitian Hukum danPenulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, 125. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama 

Menurut para pakar sejarah, Peradilan Agama telah ada di Indonesia 

sejak abad ke-16 dan sejarah mencatat terbentuk Peradilan Agama pada 

tanggal 19 Januari 1882. Pada saat sebelum adanya Undang-Undang khusus 

yang meregulasi terkait Peradilan Agama, sering kali kekuasaannya 

berbenturan dengan Peradilan Umum.
1
 

Peradilan Agama pada saat ini telah memiliki Undang-Undang 

tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Seiring berjalannya 

waktu dan meningkatnya komplektisitas problematika dalam masyarakat dan 

UU tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan 

ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 maka UU No.7 Tahun 1989 dirubah 

dan ditambah melalui UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan kemudian 

terjadi amandemen untuk kedua kali nya dengan terbentuk UU No.50 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat 

beberapa peraturan yang mengatur tentang kekuasaan pengadilan di 

lingkungan Peradilan Agama, yaitu: 

                                                           
1
 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 1. 
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1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 

Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 

1937 Nomor 116 dan 610). 

2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk 

Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 

Nomor 638 dan 639). 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan 

Pengadilan Agama /Mahkamah Syari’ah di luar Hukum Jawa dan 

Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).
2
 

 

Adapun pengertian Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah 

stau lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di 

Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

pengadilan dalam lingkungan:  

1. Peradilan Umum; 

2. Peradilan Agama; 

3. Peradilan Militer; 

4. Peradilan Tata Usaha Negara; 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

merumuskan pengertian Peradilan Agama dalam pasal 1 ayat (1) yang 

berbunyi : “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang 

beragama Islam”. 

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama 

mempunyai fungsi dan peran dalam penegakan keadilan, kebenaran, 

ketertiban, dan kepastian hukum sebagaimana dirumuskan dalam konsideran 

                                                           
2
 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), 24–25. 
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huruf c yang bunyinya : “Bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan 

kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan 

Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.”
3
 

Selain itu, kewenangan dan kekuasaan Peradilan Agama, dijelaskan 

dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Peradilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan 

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam 

di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. Sedangkan Pengadilan 

Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang 

menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga 

menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama.
4
 

 

B. Profil Pengadilan Agama Metro 

Pengadilan Agama Metro Kelas IA merupakan Pengadilan Agama pada 

tingkat pertama yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi 

Agama Bandar Lampung. Pengadilan Agama Metro Kelas IA berkedudukan 

di Kota Metro yang tepatnya di Jalan Raya Stadion 24 B, Kelurahan Tejo 

Agung, Kecamatan Metro Timur. Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Agama Metro meliputi 5 (lima) Kecamatan dan 22 (dua puluh dua) 

Kelurahan.
5
 

                                                           
3
 Wahyudi, 23. 

4
 Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 2006, 13. 

5
 Hasil Observasi di Pengadilan Agama Metro, 26 Februari 2021. 
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Pengadilan Agama Metro Kelas IA mempunyai gedung seluas 446 

M
2 

yang berdiri diatas tanah seluas 1620 M
2
 dan  mendapat perluasan 

291 M
2 

sampai saat ini masih dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan 

kegiatan persidangan dan kegiatan kesekretariatan serta kepaniteraan. 

Untuk Tahun 2008 gedung Kantor Pengadilan Agama Metro Kelas IA 

telah dibangun seluas 518 M
2
 diatas tanah seluas 3695 M

2
 berlantai dua.

6
 

Pengadilan Agama Metro menjadi salah satu ujung tombak Mahkamah 

Agung RI untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara 

yang diajukan oleh para pencari keadilan, serta memposisikan diri sebagai 

perpanjangan tangan atas “cetak biru” (blue print) yang disusun oleh 

Mahkamah Agung RI untuk progra, pembaharuan peradilan dan reformasi 

birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang 

mungkin timbul.
7
 

Sejalan dengan perkembangan teknologi, pada tahun 2019 Pengadilan 

Agama Metro mulai menerapkan 9 (sembilan) aplikasi Inovasi Pelayanan 

Peradilan Agama. Sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama nomor 3396/DjA/OT.02.1/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019. Surat 

tersebut berisi tentang 9 inovasi berbasis TI yang dikembangkan Ditjen 

Badilag yakni memuat : Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Informasi 

Produk Pengadilan, Aplikasi Antrean Sidang, Aplikasi Basis Data Terpadu 

                                                           
6
 Hasil Observasi di Pengadilan Agama Metro, 25 Februari 2021. 

7
 “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Metro Kelas IA Tahun 2020” (Metro: 

Pengadilan Agama Metro Kelas IA, 2020), 2. 
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Kemiskinan, Command Center, Aplikasi PNBP, Aplikasi e-Eksaminasi, 

Aplikasi e-Register, dan Aplikasi e-Keuangan.
8
 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA terdiri dari: 

Ketua, 5 (Lima) orang Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Hukum, 

Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Kasubbag 

Kepegawaian dan Ortala, Kasubbag Perncanaan, TI dan Pelaporan, Kasubbag 

Umum dan Keuangan,  6 (enam) orang Panitera Pengganti, 3 (tiga) orang 

Jurusita, 4 (empat) orang Jurusita Pengganti, Analis Kepegawaian dan Analis 

Perkara Peradilan.
9
 

Adapun terkait Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro, pernyataan visi 

Pengadilan Agama Metro dirumuskan sesuai dengan arahan visi badan 

peradilan Indonesia sebagaimana telah formulasikan melalui Cetak Biru 

Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 oleh Mahkamah  Agung Republik 

Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan sebagaimana telah diuraikan 

di atas. Visi peradilan Indonesia sebagaimana dirumuskan oleh Mahkamah 

Agung tersebut, berbunyi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Metro Yang 

Agung”, sejalan dengan visi tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama (Badilag) dalam lingkup badan peradilan agama merumuskan visi 

yang berbunyi : “Mewujudkan Badan Peradilan Agama yang Agung”.
10

 

                                                           
8
 “Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020 Pengadilan Agama Metro Kelas IA” (Pengadilan 

Agama Metro Kelas IA, 2020). 
9
 Hasil Observasi di Pengadilan Agama Metro, 26 Februari 2021. 

10
 “www. Pa-metro.go.id.,” 15 Maret 2021. 
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Seiring dengan rumusan visi yang telah dirumuskan oleh Mahkamah 

Agung maupaun Badilag mengenai badan peradilan yang dicita-citakan, maka 

Pengadilan Agama Metro merumuskan visinya sebagai berikut : 

“Terwujudnya  Pengadilan Agama Metro  yang Agung” 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “agung” 

memiliki makna “luhur”,  “mulia” dan “besar”. Dari pernyataan visi tersebut 

terbaca bahwa Pengadilan Agama Metro menghendaki terwujudnya 

keluhuran, kemuliaan dan kebesaran lembaga peradilan sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman sehingga  akan dihormati, dihargai, dipercaya, dicintai 

dan menjadi kebanggan bagi aparatur peradilan sendiri, para pencari keadilan, 

masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholder) pada umumnya.
11

 

Selanjutnya untuk mewujudkan keagungan badan peradilan Indonesia 

tersebut, Pengadilan Agama Metro telah merumuskan misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 

transparan. 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam 

rangka peningkatan pelayanan masyarakat. 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang 

efektif dan efisien. 

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.
12
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 “www. Pa-metro.go.id.” 
12

 “www. Pa-metro.go.id.” 
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1. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan  Agama Metro Tahun 2021 
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C. Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Putusan Cerai Gugat di 

Pengadilan Agama Metro Kaitannya dengan PERMA Nomor 3 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan 

Hukum dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 

        

Data perkara di Pengadilan Agama Metro yang telah diperoleh dan 

sudah  diputus oleh Pengadilan Agama berdasarkan Laporan Pelaksanaan 

Kegiatan Pengadilan Agama Tahun 2019 diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel I.1 Jumlah perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama 

Metro Tahun 2019 

No 
Jenis Perkara Yang Diajukan Oleh 

Masyarakat 

Jumlah 

Pengajuan 

Perkara 

Presentase 

1 Izin Poligami - - 

2 Pembatalan Perkawinan 1 0,2% 

3 Cerai Talak 130 20% 

4 Cerai Gugat 442 69% 

5 Penguasaan/Pengasuhan Anak 4 0,6% 

6 Pengangkatan  Anak 1 0,2% 

7 Asal usul anak 7 1% 

8 Perwalian  1 0,2% 

9 Perubahan identitas pada buku nikah 12 1,9% 

10 Dispensasi Nikah 13 2% 

11 Isbath nikah  27 4% 

12 Perkara lain-lain - - 

Jumlah 638 100% 

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Metro Tahun 

2019 

 

Selanjutnya data perkara di Pengadilan Agama Metro yang telah 

diputus sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan  Laporan 
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Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama 2020 diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel II. Jumlah perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama 

Metro Tahun 2020 

No Jenis Perkara Yang Diajukan Oleh 

Masyarakat 

Jumlah 

Pengajuan 

Perkara 

Presentase 

1. Izin Poligami 1 0,1 % 

2. Pembatalan Perkawinan - - 

3. Cerai Talak 172 16,8 % 

4. Cerai Gugat 649 63,5 % 

5. Penguasaan/Pengasuhan Anak 3 0,3 % 

6. Pengangkatan  Anak - - 

7. Asal usul anak 6 0,6 % 

8. Harta Bersama 4 0,4 % 

9. Kewarisan 2 0,2 % 

10. Perwalian  6 0,6 % 

11. Izin Kawin 1 0,1 % 

12. Wali Adlal 1 0,1 % 

13. Perubahan identitas pada buku nikah 24 2,3 % 

14. Dispensasi Nikah 29 2,8 % 

15. Isbath nikah  98 9,5 % 

16. Penetapan Ahli Waris 23 2,2 % 

17. Ekonomi Syariah 1 0,1 % 

18. Perkara lain-lain 1 0,1 % 

 Jumlah 1.021 100% 

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Metro Tahun 

2020 

Berkaitan dengan perolehan data tersebut dapat diketahui bahwa pada 

tahun 89% perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama metro pada tahun 

2019 adalah perkara perceraian. Dan tidak jauh dari data tersebut, pada tahun 

2020 diketahui bahwa 80,3 % adalah perkara perceraian. Sehingga perceraian 

masih mendominasi perkara yang diadili dan diputus di Pengadilan Agama 

Metro. Dan terkhusus perkara cerai gugat menempati presentase tertinggi 

perkara. 
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Praktik yang terjadi di Pengadilan Agama Metro, pada umumnya 

didalam isi gugatan, penggugat hanya meminta untuk menerima dan 

mengabulkan gugatan penggugat, dan membebankan biaya perkara 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa ada 

penyertaan untuk dimuatkan pemberian hak kepada bekas istri.  

Berkaitan dengan asas ultra petium partium yakni Hakim yang tidak 

boleh memberikan putusan yang tidak dituntut atau melebihi dari pada yang 

dituntut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 189 (3) Rbg / 178 (3) HIR, 

menjadi asas yang sangat dijunjung tinggi oleh Hakim. Dalam persidangan di 

Pengadilan Agama seperti dalam perkara cerai talak, Hakim dapat 

memberikan putusan yang tidak dituntut dengan menggunakan hak ex officio 

nya untuk mewajibkan suami memberikan nafkah iddah, mut’ah, madhiyah, 

ataupun nafkah anak meskipun dalam gugatan tidak diminta sepanjang istri 

tidak terbukti berbuat nusyuz yang tertuang dalam pasal 149 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Berbeda halnya dengan perkara cerai gugat bahwa 

belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk dapat 

diberikannya hak-hak istri tersebut. 

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama Metro, Bapak Drs. H. 

Musthofa Amin mengenai penerapan asas ultra petitum partium dalam 

putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Metro, bahwa jika dalam gugatan 

terdapat gugatan subsidair “apabila Majelis Hakim berpendapat mohon 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Artinya dengan kalimat itu 

Hakim dapat menetapkan diluar yang diminta oleh penggugat. Contohnya 
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mengenai hak asuh anak (hadhonah). Karena terkait anak harus termuat 

secara jelas mengenai masa depan anak tersebut, dan menurutnya untuk dapat 

dikabulkan selama itu diminta atau terdapat dalam gugatan subsidair. Dengan 

menyerahkan kepada Hakim selama hal tersebut masih berkaitan dengan 

pokok perkara.
87

 

Selanjutnya bahwa dalam perkara cerai gugat, boleh diterapkan selama 

masih berhubungan erat dengan perkara itu sendiri, seperti kasus istri yang 

telah ditinggalkan oleh suami berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa 

diberikan nafkah maka dalam kasus tersebut bisa saja dipertimbangkan untuk 

ditetapkan hak-hak yang akan diberikan. Akan tetapi dengan catatan bahwa 

dalam gugatan subsidair (ex aequo et bono). Maka jika termuat dalam 

gugatan subsidair masih memungkinkan dapat dikabulkan. Sebab putusan 

harus bersifat berkeadilan, kemaslahatan dan berkepastian hukum.
88

 

Kemudian Ibu Dra. Alia Al Hasna, M.H mengatakan, bahwa konsep 

dari asas ultra petitum partium dalam tataran aplikasi sesuai dengan apa yang 

diminta dan sesuai dengan bunyi pasal tersebut yakni ayat 3 pasal 178 HIR/ 

189 RBG. Pada prinsipnya Hakim di Pengadilan Agama Metro tidak 

mengabulkan diluar yang diminta. Adapun dalam kondisi tertentu, dalam 

perkara cerai gugat untuk menambahkan dalam putusan terkait nafkah iddah, 

nafkah anak, mut’ah dan mahdiyah kewenangan ada pada Hakim dengan 

menggunakan hak ex officio nya. Kemudian apabila penggugat meminta hak-
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Musthofa Amin, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Metro, 26 Maret 2021. 
88

 Amin. 
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hak nya maka menjadi kejelian seorang Hakim untuk menilai seberapa 

penting untuk dapat dikabulkan. 
89

 

Secara umum pada prinsipnya perceraian yang diajukan oleh 

perempuan atau cerai gugat tidak meminta nafkah iddah, mut’ah dan lainnya 

dan lazim terjadi. Akan tetapi kembali kepada Hakim untuk mengabulkan 

berdasarkan atas dasar yang jelas. Sebagai contoh istri yang ditinggal oleh 

suaminya selama bertahun tahun sedangkan telah memiliki seorang anak dan 

suami tidak meninggalkan apapun yang dapat dijadikan nafkah, maka sebagai 

seorang Hakim yang memili kejelian perasaan ketika seorang perempu 

mengajukan cerai dengan kondisi ditinggalkan oleh suami boleh Hakim 

mengabulkan yang tidak diminta dengan kembali kepada empati yang 

dimiliki oleh seorang Hakim dengan mengambil kebijakan dan substansi dari 

PERMA Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan 

Berhadapan Dengan Hukum.  

Pada dasarnya untuk mengabulkan hak-hak istri tersebut kembali 

kepada seberapa besar empati dari Hakim yang memutus perkaranya dan 

seberapa besar kemampuan suami dan dapat melaksanakan isi putusan atau 

putusan dapat di eksekusi. Sehingga dalam mengabulkan hak istri, antara hak 

ex officio dengan empati hakim untuk mempertimbangkan seluruh faktor 

yang terdapat dipersidangan, Hakim sangat berhati-hati terhadap asas ultra 

petitum partium.
90
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 Alia Al-Hasna, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Metro, 31 Maret 2021. 
90
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Lebih lanjut Bapak Drs. Aminuddin mengatakan, bahwa dalam cerai 

gugat tidak ditentukan adanya kewenangan sebagaimana dalam perkara cerai 

talak. Jika perkara cerai talak Hakim secara ex officio dapat mewajibkan 

seorang suami apabila menjatuhkan talak kepada istri untuk memberikan 

nafkah iddah, mut’ah dan mahdiyah. Akan tetapi ada kemungkinan untuk 

dikabulkan melebihi yang diminta kaitannya dengan nafkah anak atau hak 

asuh anak. Hal tersebut disebabkan karena terdapat kewajiban seorang ayah 

untuk memberikan nafkah terhadap anak yang pada saatnya nanti putusan 

tersebut hak asuh dan pemeliharaan anak ada dalam pemeliharaan ibu 

kandungnya.
91

 

Berkaitan dengan alasan mendasar oleh Hakim di Pengadilan Agama 

Metro tetap teguh dalam menerapkan asas ultra petitum partium khususnya 

dalam perkara cerai gugat, Bapak Drs. H. Musthofa Amin mengatakan, 

bahwa di Pengadilan Agama Metro selama ini belum ada pelanggaran 

terhadap asas tersebut, hal itu disebabkan karena dalam gugatan cerai gugat 

tidak termuat atau tidak diminta. Dalam perkara cerai gugat yang perceraian 

diajukan oleh istri, sehingga sangat penting untuk menilai apakah istri telah 

terbukti berbuat nusyuz atau tidak. Istri yang terbukti berbuat nusyuz maka 

hak-hak nya sebagai istri seperti nafkah iddah dan mut’ah tidak dapat 

diberikan. Berbeda halnya dengan istri yang tidak terbukti berbuat nusyuz 

dan dalam gugatan memuat permohonan untuk mendapatkan putusan yang 

seadil-adilnya (aquo) maka bisa dipertimbangkan oleh Hakim dan 
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kemungkinan dapat diberikan. Persoalan istri yang meminta atau tidak 

meminta hak-haknya menjadi hak dari istri sebagai penggugat. Apabila dalam 

gugatan termuat permintannya, maka Hakim akan tetap melihat dan menilai 

seberapa patut untuk dikabulkan. Karena putusan harus bersifat mengadili 

dan seadil-adilnya. Dan gugatan yang memuat gugatan subsider atau 

permohonan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya melandasi 

Hakim dapat mengabulkan selain dari yang diminta. Dengan catatan bahwa 

hal tersebut ada hubungannya dengan materi  pokok perkara.
92

 

Menurut pendapat Ibu Dra. Alia Al Hasna, M.H bahwa Hakim hanya 

mengabulkan apa yang diminta dan sesuai dengan pasal 189 (3) Rbg / 178 (3) 

HIR dan apa yang tidak diminta tidak akan dikabulkan oleh Hakim. Sebagai 

contoh istri meminta untuk diceraikan saja tanpa ada permintaan yang 

lainnya, maka putusan hanya sebatas dikabulkannya permintaan untuk 

dijatuhkan talak ba’in sughro. Dan terkait hak-hak istri yang tidak diminta 

seperti nafkah iddah dan mut’ah maka tidak dikabulkan. Unsurnya terletak 

pada fungsi dan urgensi untuk dapat dikabulkan. Maka dapat dinilai seberapa 

krisis perkawinan tersebut dan seberapa besar kemungkinan putusan dapat di 

eksekusi.
93

 

Kemudian Bapak Drs. Aminuddin mengemukaan, bahwa Di Pengadilan 

Agama Metro memang masih menerapkan asas ultra petitum partium. Akan 

tetapi tetap melihat fakta yang ada dalam persidangan, kemungkinan untuk 

dikabulkannya terkait hak nafkah anak, bahwa setidak-tidaknya dalam dialog 
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dan dalam gugatan bahwa selama menikah telah memiliki anak sehingga 

dalam dialog persidangan maupun dalam mediasi tergambar masa depan anak 

dan hal tersebut menjadi persoalan yang menjadi perhatian dan 

pertimbangan.
94

 

Selanjutnya terkait hak-hak khusus untuk istri seperti nafkah iddah dan 

mut’ah masih banyak perbedaan pendapat dikalangan Hakim di Pengadilan 

Agama. Sehingga untuk mengabulkan ataupun tidak menjadi kewenangan 

masing-masing Hakim dalam memahami makna dari perlindungan 

perempuan dan anak. Dalam kaitannya untuk mengabulkan hak-hak istri, 

dibutuhkan dialog antara para pihak baik suami dan istri untuk mengungkap 

fakta-fakta persidangan yang menjadi pertimbangan seberapa urgensi untuk 

dapat dikabulkan, akan tetapi juga mengungkapkan sejauh mana kemampuan 

suami. Meskipun Hakim mengharapkan sesuatu dapat dilaksanakan namun 

jika oleh yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan isi putusan, akan 

menjadi sesuatu yang non eksecutable (putusan tidak dapat dilaksanakan).
95

 

Asas ultra petitum partium di kaitkan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan 

Hukum. Merujuk pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : Pengadilan dapat mewajibkan 

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau 

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.  
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Menurut pendapat dari Ibu Dra. Alia Al Hasna, M.H bahwa Hakim 

dapat membuat pertimbangan putusan khususnya terkait perkara yang 

menyangkut perempuan. Maka substansi dari PERMA Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat 

diterapkan. Dengan adanya asas ultra petitum partium dikaitkan dengan 

PERMA ini, maka Hakim akan menilai seberapa urgensi dapat ditolong dan 

dikabulkan ketika terjadi penelantaran istri dan anaknya. Dikabulkannya hak-

hak istri yang tidak diminta dari kasus suami yang menelantarkan istri dan 

anak tanpa meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah, selain untuk 

membantu istri tetapi akan memberikan efek jera kepada suami agar di masa 

depan tidak mengulangi perbuatannya dengan istrinya yang lain. Akan tetapi 

dilihat kembali kondisi dan syarat serta pertimbangan yang tepat, karena 

Hakim juga tidak boleh asal dalam mengabulkan sesuatu.
96

 

Selain itu, Bapak Drs. H. Musthofa Amin mengatakan bahwa 

Perempuan yang berhadapan dengan hukum contohnya dalam perkara cerai 

gugat sering tersisihkan dan ditambah dengan adanya asas ultra petitum 

partium. Dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menjadi upaya untuk 

mengangkat harkat martabat perempuan. Hukum bersifat dinamis, 

menyesuaikan dan memperbaiki kondisi-kondisi yang perlu dibenahi. Dan di 

Pengadilan Agama Metro berusaha untuk menerapkan sebaik-baiknya. 

Terkait edukasi, di Pengadilan Agama Metro terdapat POSBAKUM (Posko 

Bantuan Hukum) yang akan membantu. Sedangkan Hakim hanya dapat 

                                                           
96

 Al-Hasna, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Metro. 



   60 

 

 

menimbang dan menanyakan akan ada perubahan atau tidak dalam 

gugatannya.
97

 

Berkaitan dengan PERMA No. 3 Tahun 2017, Bapak Drs. Aminuddin 

mengatakan bahwa adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tentunya 

mengharapkan bahwa perempuan mendapatkan sesuatu yang menjadi hak nya 

dan harus dia terima dalam setiap perkara di persidangan, dan dengan 

PERMA tersebut dapat mengakomodir perlindungan terhadap perempuan 

yang berhadapan dengan hukum. Sebagai seorang Hakim, pertimbangan 

putusan melihat dari tiga sisi yakni dari sisi yuridis, sosiologis dan filosofis. 

Dari sisi yuridis bahwa segala sesuatu Hakim pertimbangkan secara hukum, 

dari sisi sosiologis melihat dampak-dampak dari putusan tersebut, kemudian 

secara filosofis berharap bahwa putusan dapat terlaksana secara adil dan 

masing-masing pihak menerima dengan baik pada setiap putusan yang 

dijatuhkan. Dan PERMA ini menjadi pedoman dan panduan kepada Hakim 

untuk mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum.
98

 

Berikutnya berkaitan dengan asas ultra petitum partium dikaitkan 

dengan SEMA nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Menurut pendapat dari Bapak 

Drs. Aminuddin, berkaitan dengan Asas ultra petitum partium dan SEMA 

nomor 3 Tahun 2018, bahwa pada masa sekarang perlindungan hukum sudah 
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secara menyeluruh dan berkeadilan. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah 

Agung tersebut juga menjadi panduan bagi Hakim untuk menerapkan hak-

hak perempuan khususnya dalam perkara cerai gugat. Meskipun 

mengharapkan adanya pemberian hak-hak terhadap istri sesuai dalam SEMA, 

hanya saja Hakim tetap melihat fakta persidangan dengan melihat 

kemampuan suami terlepas dari istri yang tidak terbukti berbuat nusyuz. 

Penerapan hasil rumusan kamar yang terhadap dalam SEMA adanya 

pemberian mut’ah dan nafkah iddah pada saat ini sudah ada yang diterapkan. 

Selain itu secara dialog disampaikan kepada para pihak yang dibebani 

kewajiban. Akan tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) secara 

aturan belum secara lengkap dan jelas sehingga tetap membutuhkan aturan 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
99

 

Kemudian Ibu Dra. Alia Al Hasna, M.H menegaskan, bahwa SEMA 

nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Bagi Pengadilan adalah hasil rumusan kamar dan hasil kamar bukan 

termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang dapat 

diterapkan di persidangan. Dalam kasus cerai gugat bahwa bahwa Hakim 

menilai boleh saja point dalam SEMA diterapkan atau tidak. Hal tersebut 

dikarenakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sifatnya tidak 

mengikat, berbeda hal nya dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-

Undang maka pasal tersebut sifatnya mengikat. Dalam kasus urgensi yang 
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membutuhkan dikabulkannya hak-hak perempuan diluar yang diminta maka 

akan dinilai apakah suami dapat menjalankan putusan tersebut atau tidak. Hal 

ini penting untuk diperhatikan karena jangan sampai Hakim mengabulkan 

sesuatu tetapi tidak bisa di esksekusi. Dan kecermatan Hakim yang sudah 

memiliki pengalaman yang cukup akan bisa melihat dan menilai apakah bisa 

dikabulkan atau tidak. Empati Hakim harus bersinergi dengan kemampuan 

melihat fakta-fakta di persidangan. Seorang Hakim tidak bisa menghayal 

untuk dapat mengabulkan tanpa ada kemampuan suami untuk melaksakan isi 

putusan. 
100

 

Lebih lanjut Bapak Drs. H. Musthofa Amin mengatakan, bahwa dalam 

gugatan meminta atau tidak meminta adalah hak dari penggugat. Persoalan 

Hakim berhubungan dengan asas ultra petitum partium tersebut, jika diminta 

pun tetap dilihat dan dinilai apakah patut untuk dikabulkan atau tidak. Jika 

dalam kondisi dinilai dan dipertimbangkan istri memerlukan dan berhak 

mendapatkan hak-haknya maka dapat memakai ketentukan dalam SEMA. 

Karena putusan harus mengadili dan seadil-adilnya, tetapi selama tercantum 

dalam gugatan subsidair. Karena dengan adanya gugatan subsidair, melandasi 

Hakim dapat mengabulkan selain dari yang diminta, dengan catatan hal 

tersebut ada hubungannya dengan materi pokok perkara.
101
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D. Analisis Alasan-Alasan Hakim tentang Penerapan Asas Ultra Petitum 

Partium dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Metro 

Kaitannya dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA nomor 3 

Tahun 2018  

 

Setelah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Metro melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi ditemukan data-data sebagaimana 

yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan 

Hakim di Pengadilan Agama Metro, berkaitan dengan perkara cerai gugat dan 

produk putusan yang telah dikeluarkan, diketahui bahwa Pengadilan Agama 

Metro masih menerapkan asas ultra petitum partium dan selama ini belum 

ada pelanggaran terhadap asas tersebut. Hal itu disebabkan karena dalam 

gugatan tidak termuat atau tidak diminta. Sehingga hanya mengabulkan apa 

yang diminta dan sesuai dengan pasal 189 (3) Rbg / 178 (3) HIR dan apa 

yang tidak dia minta tidak akan dikabulkan oleh Hakim. Akan tetapi ada 

kemungkinan untuk dikabulkan melebihi yang diminta kaitannya dengan 

nafkah anak (hadhonah).  

Berdasarkan literatur fiqh, Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai 

hadhonah atau batas tamyiz anak. Menurut Imam Syafi’i, batas tamyiz 7 atau 

8 tahun baik anak laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan Imam Malik 

berpendapat batas mumayiz. Berbeda antara anak laki-laki dan anak 

perempuan, anak laki-laki pada batas itsghar atau waktu gigi susu sudah 

habis dan tumbuh gigi permanen ( antara 6 sampai 14 tahun). Dan untuk anak 

perempuan pada batas telah menikah dan bercampur dengan suaminya. Lain 

hal nya dengan Abu Hanifah bahwa batas anak perempuan yakni akil baligh, 
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dan untuk anak laki-laki sampai istighna’, anak telah mampu mandiri dari 

pengasuhan ibunya.
102

  

Perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan Imam Mazhab, maka 

menurut hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam 

mengambil jalan tengah batas tamyiz anak adalah sampai 12 tahun. 

Kemudian jika anak tersebut telah mencapai masa tamyiz, maka penyelesaian 

sengketa hak asuh anak adalah dengan cara takhyir, yaitu anak diberikan 

kesempatan memilih ikut bersama ayah atau ibunya.
103

 

Berkaitan dengan pemeliharaan dan nafkah anak bahwa sesuai dengan 

ketentuan pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia, maka secara ex officio Majelis Hakim berdasarkan asas kelayakan 

dan kepatutan, maka suami dapat dibebankan untuk memberikan nafkah anak 

guna pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak berada dalam 

pengasuhannya. 

Selain daripada dapat dikabulkannya dalam putusan terkait hadhonah, 

di Pengadilan Agama Metro untuk dapat dikabulkannya hak-hak istri lainnya 

seperti nafkah iddah, mut’ah ataupun mahdiyah, pada dasarnya Hakim dapat 

saja mengabulkan hak-hak istri tersebut, hanya saja butuh analisis dan 

pertimbangan yang matang baik dari segi urgensi dapat dikabulkannya hak-

hak istri tersebut dan kondisi istri sebelum mengajukan cerai apakah terbukti 

nusyuz atau tidak sert seberapa besar kemampuan suami untuk dapat 

menjalankan putusan atau seberapa besar putusan dapat di eksekusi.   
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Berkaitan dengan hal-hal diatas bahwa sesungguhnya Hakim memiliki 

kewenangan dengan hak ex officio yang dimilikinya dalam rangka penemuan 

hukum. Oleh sebab itu, Hakim harus memanfaatkan seluruh potensi yang 

telah diberikan dan seluruh kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk 

melakukan penemuan hukum guna mewujudkan keadilan secara 

profesional.
104

 Maka tidak ada salahnya Hakim dengan mempertimbangkan 

rasa keadilan dan kemaslahatan dapat membuat putusan guna melindungi 

hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.  

Kemudian peneliti juga meneliti tentang Hakim dalam melihat perkara 

cerai gugat, seberapa layak untuk dikabulkan hak-hak istri yang mengajukan 

cerai gugat. Dengan hak ex officio, Hakim dapat saja mengabulkan hak-hak 

istri yang mengajukan cerai gugat. Pertama Hakim akan menanyakan 

keberadaan atau dimana istri bertempat tinggal masih berada dirumah 

kediaman bersama suami atau sudah pergi dari rumah kediaman bersama. 

Hakikatnya istri harus ikut bersama suami nya, dimana suami berada maka 

disanalah istri berada. Akan tetapi terkait kasus istri yang meninggalkan 

suami Hakim akan menilai bahwa kepergian istri tersebut merupakan 

kehendak sendiri dan atau diusir oleh suami. Jika dalam rumah tangga terjadi 

kekerasan atau KDRT dan demi menyelamatkan dirinya kemudian keluar dari 

rumah kediaman bersama, tentu saja tidak dianggap nusyuz. Secara hukum 

Islam, dikatakan nusyuz jika istri meninggalkan kewajibannya, tidak patuh 

dan taat pada suaminya. 
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Bagi Hakim, asas ultra petitum partium dengan hak ex officio memiliki 

hubungan yang sangat erat demi mewujudkan putusan yang berkeadilan. Oleh 

karena itu dapat dipilih secara tepat dan proporsional. Hak ex officio Hakim 

merupakan langkah konkret untuk menembus larangan asas ultra petitum 

partium yang apabila dengan asas tersebut menjadi penghalang bagi Hakim 

dalam memeriksa perkara untuk memberikan keadilan dan perlindungan 

hukum kepada semua pihak yang berperkara demi mewujudkan keadilan 

berdasarkan Ketuhanan YME.
105

 

Maka demi terwujudnya keadilan dan perlindungan bagi setiap yang 

berperkara khususnya perempuan dalam perkara cerai gugat, maka Hakim 

dapat menggunakan hak ex officio untuk memberikan putusan tidak diminta 

kaitannya dengan nafkah iddah, mut’ah ataupun mahdiyah.  

Demikian dalam sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan 

keadilan sebagai sistem peradilan yang konstitusional, maka Hakim harus 

bersikap aktif dalam menyelesaikan perkara. Sikap aktif Hakim dalam 

perkara perdata juga merupakan kewenangan dan tanggung jawab Hakim 

dalam memeriksa perkara. Sikap aktif Hakim guna membantu para pencari 

keadilan agar berhasil memperoleh keadilan, sikap aktif Hakim pula untuk 

menemukan hukum demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan 

YME, dan aktif dalam memberi jaminan hukum untuk kemudahan 

eksekusi.
106
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Metro, 

Hakim sesungguhnya memiliki kejelian perasaan ketika seorang istri 

mengajukan cerai dengan kondisi ditinggalkan oleh suami dengan kondisi 

ditinggalkan selama bertahun tahun sedangkan telah memiliki seorang anak 

dan suami tidak meninggalkan apapun yang dapat dijadikan nafkah, maka 

Hakim boleh mengabulkan yang tidak diminta dengan kembali kepada empati 

yang dimiliki oleh seorang Hakim dengan mengambil kebijakan.  

Sejalan dengan kejelian dan rasa empati Hakim, terdapat pula 

pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 

276 K/AG/2010 bahwa suami yang memiliki sikap tidak terpuji, dan sangat 

menyakiti hati istrinya, Majelis Hakim memutuskan untuk istri layak 

diberikan mut’ah sebagaimana yang diatur dalam pasal 159 Kompilasi 

Hukum Islam yang berbunyi : Mut’ah sunnat diberikan oleh bekas suami 

tanpa syarat tersebut pada pasal 158. Maka terlihat bahwa peran kejelian 

Hakim dalam mengambil kebijakan serta rasa empati yang berlandaskan 

dengan hukum berperan dalam mempertimbangkan amar putusannya. 

Sikap kurang tanggung jawab nya suami selama perkawinan dengan 

tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menimbulkan 

mereka terlantar menjadi salah satu penyebab banyaknya istri yang 

menggugat cerai suami. Kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah 

kepada pihak yang wajib dinafkahi adalah suatu kejahatan apabila 

kelalaiannya itu menimbulkan mudarat pada diri orang yang wajib 

dinafkahinya.  
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Menurut hukum Islam, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya 

yang menimbulkan mudarat bagi dirinya sendiri maupun harta orang lain. 

Dalam Kaidah Fiqh menyebutkan bahwa “kemudaratan itu wajib 

disingkirkan”. Maka diantara upaya untuk mengantisipasinya adalah dengan 

mengganti rugi atas pihak yang telah melakukan kerugian terhadap pihak lain 

yang menderita kerugian materi, dan ancaman hukuman ta’zir karena telah 

membuat orang lain menderita dari segi fisik maupun mental. Adapun sanksi 

ta’zir adalah sanksi yang kadar maupun bentuknya diserahkan kepada Hakim 

disesuaikan dengan besaran kadar mudarat yang ditimbulkan dari 

perbuatannya.
107

 Maka dalam kasus suami yang menelantarkan istri dan juga 

anaknya tanpa meninggalkan apapun yang dapat dijadikan nafkah sehingga 

menimbulkan mudarat tersiksanya anak dan istri secara fisik dan mental, 

suami layak untuk dibebani untuk mengganti rugi nafkah dan juga dapat 

diancam dengan hukuman ta’zir.  

Sebagaimana dalam firman Allah Surat Al Baqarah ayat  233 berikut: 

  .....ٱلۡمَعۡرُوف   ر زۡقهُنَُّ وَك سۡوَتهُنَُّ ب   ۥلهَُ  ٱلۡمَوۡلوُد  وَعَلىَ  ....

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para 

ibu dengan cara ma´ruf”. (Q.S. Al-Baqarah : 233). 

 

Maknanya bahwa ayah dari bayi itu diwajibkan membelanjai ibu yang 

sedang menyusui bayinya, juga memberikan pakaian mereka dengan cara 

yang baik, menurut kebiasaan yang umum di daerah tempat tinggalnya.
108

 

Sehingga ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa suami diperintahkan 
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untuk memberikan jaminan nafkah kepada istrinya. Istri merupakan amanah 

Allah ditangan suami, dan kewajiban suami untuk memelihara amanah 

tersebut dengan cara memelihara dan memberikan nafkah kepadanya dalam 

bentuk makanan dan pakaian.  

Pertimbangan Hakim dalam hal nafkah baik dalam konteks akibat 

perceraian ataupun perkara gugat nafkah secara khusus, harus 

mempertimbangkan perihal tamkin atau posibilitas hubungan suami istri dan 

perihal nusyuz secara proporsional. Sebagaimana tertuang dalam pasal 80-84 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Nusyuz sendiri diartikan sebagai sikap istri 

tidak mematuhi suami dalam hal perintah-perintah yang wajar, perintah 

menetap di tempat tinggal yang layak, atau pergi dari kediaman tersebut tanpa 

izin suami dan/atau tidak ada alasan yang sesuai syara’.
109

 

Memberikan nafkah kepada istri dan tidak terbukti berbuat nusyuz 

merupakan kewajiban suami. Kewajiban suami tersebut lahir bukan saja 

disebabkan istri memerlukannya, melainkan kewajiban tersebut karena 

adanya ikatan perkawinan. Seperti halnya istri sudah dalam kedaan 

berkecukupan secara materi, akan tetapi kewajiban tersebut terus melekat dan 

tidak menggugurkan kewajiban suami.
110

 

Berkaitan dengan kriteria istri yang terbukti berbuat nusyuz atau tidak 

maka akan sangat berpengaruh terhadap putusan nya. Akan tetapi jika dalam 

persidangan istri tidak terbukti berbuat nusyuz, dijelaskan dalam ketentuan 

pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf 
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(b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun gugatan diajukan oleh istri akan tetapi 

tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, suami dapat dihukum untuk 

memberikan nafkah iddah kepada istri, dengan alasan istri harus menjalani 

masa iddah dan tujuan dari iddah itu antara lain untuk istibra’, yang istibra’ 

tersebut menyangkut kepentingan suami. 

Ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa “Selama berlangsungnya 

gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan 

dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”. Dan ketentuan 

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pula bahwa “bekas istri 

berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. 

Sehingga dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun 

cerai gugat selama istri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak untuk 

mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah, maskan, kiswah selama masa dalam 

iddah dan mut’ah dari suami/bekas suaminya. Penetapan hak-hak istri 

tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonvensi dalam 

permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara ex-officio. 

Akan tetapi yang perlu menjadi hal penting dan perlu diperhatikan 

yakni terkait kemampuan suami, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam 
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Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2007 dan putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka istri berhak mendapat 

nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah dari suami/bekas suaminya sesuai 

dengan kemampuan dan penghasilan suaminya.  

Sebagaimana dijelaskan bahwa pasal 189 (3) Rbg / 178 (3) HIR telah 

membatasi kewenangan Hakim dan tidak mengizinkan Hakim untuk 

menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang 

dituntut oleh para pihak.  Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang 

berhubungan dengan asas ultra petitum partium yang seolah membenarkan 

Hakim untuk mengesampingkan asas tersebut yakni Kaidah Hukum dalam 

Yurisprudensi mahkamah agung nomor 137 K/AG/2007, tanggal 17 Maret 

2004 yang menegaskan bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak 

selalu dihukum nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri 

tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami 

dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya, 

dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara 

lain istibra’ yang juga menyangkut kepentingan suami. 

Berikutnya analisis pendapat Hakim Pengadilan Agama Metro terhadap 

penerapan asas ultra petitum partium yang dikaitkan dengan Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Menurut peneliti, 

Hakim di Pengadilan Agama Metro dalam perkara cerai gugat telah terbuka 

dan senantiasa mempertimbangkan pasal-pasal yang terdapat dalam PERMA 
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Nomor 3 Tahun 2017 walaupun belum secara maksimal diterapkan, 

implementasi dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terkait hak perempuan 

pasca cerai gugat, sementara adalah mengabulkan hak perempuan terkait 

hadhonah sedangkan untuk hak-hak perempuan yang lainnya belum 

terealisasikan.  

Beberapa faktor dari belum terealisasinya hak istri dalam cerai gugat 

yakni dalam gugatan tidak diminta dan isi gugatan masih didominasi 

permintaan untuk dijatuhkan talak ba’in sughra, namun pertimbangan Hakim 

melihat seberapa besar kemampuan suami, sehingga kemungkinan putusan 

tersebut dapat dieksekusi. Karena terdapat pertimbangan bahwa Hakim tidak 

boleh sembarangan dalam mengabulkan sesuatu, dan sering kali terkait hak-

hak khusus untuk istri seperti nafkah iddah dan mut’ah masih banyak 

perbedaan pendapat dikalangan Hakim di Pengadilan Agama. Sehingga untuk 

mengabulkan ataupun tidak menjadi kewenangan masing-masing Hakim 

dalam memahami makna dari perlindungan perempuan dan anak.  

Dikaitkan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Metro, 

adanya kemungkinan untuk dapat dikabulkannya hak-hak perempuan seperti 

nafkah iddah, mut’ah dan mahdiyah adalah terdapatnya dalam gugatan 

subsidair yang memohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan 

dengan catatan masih dalam materi pokok perkara.  

Adapun penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 

3 Tahun 2018 Tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas 
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Bagi Pengadilan, bahwa Hakim di Pengadilan Agama Metro mengatakan 

bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah hasil rumusan kamar 

dan hasil kamar bukan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-

undangan yang dapat diterapkan di persidangan. Dan secara aturan belum 

secara lengkap dan jelas sehingga tetap membutuhkan aturan yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga nampak masih 

pengesampingkan sumber hukum acara peradilan agama ini. 

Sejalan dengan pendapat Hakim di Pengadilan Agama bahwa berkaitan 

dengan Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI, sepanjang 

menyangkut Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Materiil dapat 

dijadikan Hukum Acara dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan 

hukum yang dihadapi oleh Hakim. Akan tetapi Surat Edaran Mahkamah 

Agung sifatnya tidak mengikat sebagaimana dalam Undang-Undang.
111

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,S.H 

bahwa Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI bukanlah hukum, 

melainkan merupakan sumber hukum, bukan dalam arti tempat ditemukan 

hukum tetapi tempat Hakim dapat menggali hukum.
112

 

Meskipun demikian, Surat Edaran dan instruksi Mahkamah Agung RI 

(SEMA) menjadi salah satu sumber utama hukum acara peradilan agama. 

Dengan adanya SEMA, dikeluarkan Mahkamah Agung RI berhak melakukan 

pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain menurut ketentuan yang 

ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga untuk melakukan pengawasan 
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dan pembinaan tersebut, Mahkamah Agung RI berwenang memberikan 

petunjuk apabila dianggap perlu, agar suatu masalah hukum tidak 

menyimpang dari aturan yang telah ditentukan.
113
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa alasan Hakim Pengadilan Agama Metro dalam memutus 

perkara cerai gugat lebih mengedepankan asas ultra petitum partium 

dibandingkan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor  

3 Tahun 2018 karena asas ultra petitum partium menjadi asas yang masih 

dipegang tegung oleh Hakim sebab aturan yang melandasi asas tersebut jelas 

dan mengikat yaitu terdapat dalam ayat (3) pasal 189 RBG atau ayat (3) pasal 

178 HIR.  

Sedangkan Hakim Pengadilan Agama Metro masih pengesampingkan 

salah satu sumber Hukum Acara Peradilan Agama yaitu Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.  Hal ini disebabkan Hakim menilai 

bahwa hasil rumusan kamar yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) yang aturan didalamnya boleh diterapkan ataupun memilih 

untuk diabaikan, sebab hasil rumusan kamar bukan termasuk dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan, yang sifatnya belum mengikat secara kuat 

layaknya peraturan perundang-undangan, dan secara aturan belum secara 

lengkap dan jelas sehingga tetap membutuhkan aturan yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan. 



   76 

 

 

B. Saran 

       Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai produk Mahkamah 

Agung, kedepannya agar dibuatkan sebuah peraturan perundang-undangan 

yang dapat menjelaskan fungsi dan kedudukan serta kekuatan hukumnya. 

Sehingga SEMA dapat menjadi landasan hukum yang jelas serta sifatnya 

mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) agar bisa segera diubah dan dijadikan 

sebuah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebab dengan begitu 

kewenangan dari Mahkamah Agung dalam fungsinya membentuk hukum 

(rule making power) dapat terlaksana dengan baik dan dapat menyelesaikan 

berbagai persoalan yang tidak diatur dalam perturan perundang-undangan.  
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